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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. [bookmark: _Hlk138658825]Landasan filosofis perlakuan terhadap  justice  collaborator dalam penyelesaian tindak pidana korupsi adalah didasarkan lahirnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 sebagai salah satu upaya mengungkap tindakan yang dilakukan dan mengejar, menangkap, mengadili, serta menghukum seluruh pelaku dengan bantuan sang justice collaborator atau saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama.
2. Perlindungan hukum terhadap justice collaborator tindak pidana korupsi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 belum dapat meringankan saksi pelaku yang bekerjasama dan belum dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (Justice collaborator) SEMA Nomor 4 tahun 2011 tersebut hanya memberikan semangat perlindungan bagi Justice collaborator namun tetap dihukum bila menjadi bagian dari pelaku. SEMA Nomor 4 tahun 2011 juga hanya berlaku intern dikalangan hakim sebagai bahan pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara Justice collaborator yang terlibat dalam kasus.
3. Kedudukan justice collaborator menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 merupakan payung hukum bagi Justice collaborator. Surat Edararan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 hanya merupakan pedoman saja bagi aparat penegak hukum khususnya bagi para hakim dalam menangani kasus tindak pidana yang berkaitan dengan Justice collaborator dalam pertimbangan yang meringankan untuk memutus perkara bagi Justice collaborator atas inisiatifnya yang sudah mau bekerjasamam dengan aparat penegak hukum untuk membongkar jejaring pelaku tindak pidana tersebut yang lainnya.
B. Saran
1. Pemberian status justice collaborator akan mengaburkan unsur jahat “crimen dari si saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama, untuk itu seharusnya diberikan status criminal justice collaborator.
2. [bookmark: _Hlk138658854]Sebaiknya Indonesia membuat peraturan perundang-undangan khusus mengatur tentang perlindungan justice collaborator. Peraturan yang khusus mengatur secara tegas memberikan perlindungan terhadap justice collaborator harus terintegrasi mengikat para aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, KPK, LPSK, Lembaga Pemasyarakatan dan lembaga lainnya yang terkait seperti Kementrian Hukum dan HAM serta PPATK dan advokat. Dengan demikian dalam menangani kasus yang berhubungan dengan justice collaborator para aparat penegak hukum secara terpadu dapat memberikan perlindungan terhadap keberadaan justice collaborator. 
Para hakim di Indonesia harus memperhatikan dan mengimplementasikan SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (justice collaborator) di dalam perkara tindak pidana tertentu, walaupun Hakim memiliki kewenangan memutus, namun harus diperhatikan pula asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.
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